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PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 2.5 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan

kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota

Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024,
maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2024;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran
2024;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 {COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




o

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan  Aceh  (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4700);

Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentan
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jungka Panjang Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentung  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);




Menetapkan

13.

14.

15.

Qanun Kota Lhoksecumawe Nomor 4 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 85);

Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun
2022 tentang Rencana  Pembangunan  Kota
Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota
Lhokseumawe Tahun 2024 (Berita Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 22};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah wunsur penyelenggara
Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota
Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas,
Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.




8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya discbut Bappeda adalah Lembaga yang
mempunyai  kewenangan dalam  penyelenggaraan
Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di
bawanh dan bertanggungjawab kepada Wali Kota
Lhokscumawe melalui  Sckretaris Daerah  Kota
Lhokseumawe.

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah yang
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Lhokscumawe.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya
disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

. 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum
disepakati dengan DPRK.

13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang

selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen

Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima] tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

c Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang

Q Wilayah,  Musyawarah  Rencana Pembangunan,
Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB I
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program
dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu} tahun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

{2) Renja PD Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan beserta pagu
indikatif Perangkat Daerah.




(3) Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024,

(4} Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah,

Pasal 3

(1} Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Babl :Pendahuluan

b. Babll :Hasil Evaluasi Renja Perangkat Dacrah Tahun Laly;
c¢. Bablll :Tuyjuan dan Sasaran Perangkat Daerah

d. BablIV :Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

e. BabV :Penutup

{2} Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan Nomor Renja PD Tahun 2024 , sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

& BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

75 Agustu§ 2023 M
pada tanggal T iev 445 0

_ Pj. WALI KO’I‘
]

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe

28 houStus 2023 M
pada tanggal ‘" gqear 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

—

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 23




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

NO NOMOR RENJA PERANGKAT DAERAH
1 2 3
1 | 01/RENJA-MPD/2023 Sekretariat Majelis
Pendidikan Daerah
2 | 02/RENJA-PK/2023 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 | 03/RENJA-DINKES /2023 Dinas Kesehatan
4 | 04/RENJA-PUPR/2023 Dinas Pekerjaan Umuin
dan Perumahan Rakyat
5 | 05/RENJA-BPBD/2023 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
6 | 06/RENJA-SATPOL PPWH/2023 | Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayatul
Hisbah
7 | 07/RENJA-DINSOS/2023 Dinas Sosial
8 | 08/RENJA-DP3AP2KB/2023 Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga
Berencana

9 | 09/RENJA-DISTANAH/2023 | Dinas Pertanahan

10 | 10/RENJA-DLH/2023 Dinas Lingkungan Hidup

11 | 11/RENJA-DISDUKCAPIL/2023 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

12 | 12/RENJA-DPMG/2023 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong

13 | 13/RENJA-DISHUB/2023 Dinas Perhubungan

14 | 14/RENJA-DISKOMINFO/2023 Dinas Komunikasi,
Informasi dan Persandian

15 | 15/RENJA-DPMPTSP NAKER/2023 | Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja

16 | 16/RENJA-DISPORAPAR/2023 Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata




@

17 | 17/RENJA-MAA/2023 Sekretariat Majelis Adat
Aceh

18 | 18/RENJA-DISPUSIP/2023 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

19 | 19/RENJA-DKPPP/2023 Dinas Kelautan,
Perikanan, Pertanian dan
Pangan

20 | 20/RENJA-DISPERINDAGKOP/2023 | Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah

21 | 21/RENJA-SETDAKG/2023 Sekretariat Daerah

22 | 22/RENJA-SETWAN/2023 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kota

23 | 23/RENJA-BAPPEDA /2023 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

24 | 24/RENJA-BPKD/2023 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

25 | 25/RENJA-BKPSDM/2023 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

26 | 26/RENJA-INSPEKTORAT/2023 Inspektorat

27 |27 /RENJA-BANDA SAKTI/2023 Kecamatan Banda Sakti

28 | 28/RENJA-BLANG MANGAT/2023 Kecamatan Blang Mangat

29 | 29/RENJA-MUARA SATU/2023 Kecamatan Muara Satu

30 | 30/RENJA-MUARA DUA/2023 Kecamatan Muara Dua

31 | 31/RENJA-KESBANGPOL/2023 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

32 | 32/RENJA-MPU/2023 Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama

33 | 33/RENJA-BAITUL MAL/2023 Sekretariat Baitul Mal

34 | 34/RENJA-DSIPD/2023 Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah

Pj. WALI

@ SEUMA

IMRAN
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BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BAPPEDA KOTA LHOKASEUMAWE

Pada hari ini, Jum’at tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu
dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini (mewakili seluruh
anggota tim verifikasi rencana kerja perangkat daerah) telah menyelesaikan
kegiatan verifikasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Lhokseumawe Tahun 2024.

Renja-PD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 telah diverifikasi meliputi:
1. Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPK, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi;
. 2. Program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah;

Selanjutnya Renja-PD yang telah dilakukan verifikasi harus ditetapkan melalui
Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 18 Agustus 2023
Kepala Bagian Hukum Setda Kepala BAPPEDA Kota Lhokseumawe

Lb%_‘

.

MULYANTO, S.Sos
Nip. 19810417 200604 2 005 Nip. 19630807 198708 1 001




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena
atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe
Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini
dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan
Instansi Pemerintah yang berisikan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan sebagai acuan
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe. Selain itu Rencana
Kerja (Renja) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 juga mengevaluasi
sejauh mana keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilakukan pada tahun yang lalu. |

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2024 ini
diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik sehingga
tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini dibuat dan
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan
banyak' terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

dalam penyusunan dokumen ini.

Lhokseumawe, Agustus 2023

A BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

\.\ RAH KOTA LHOKSEUMAWE,
)
B

£
4,
BADAN PENGELOLAAN
* KEUAGAN *
) ‘
. ‘Milp. 19691231 199011 1 001
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